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ABSTRAK 

 
 

Iim Juni Kaswita (2020):  Tanggung Jawab Pengangkut terhadap Pengguna 

Jasa Angkutan kapal kompang  menurut Undang-

Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran 

(Studi Pengguna Jasa Angkutan Kapal Kompang 

di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan 

Singingi) 

 

 Kecamatan pangean merupakan salah satu kecamatan yang berada di 

wilayah Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau. Di Kecamatan Pangean ini 

terdapat beberapa jasa penyeberangan salah satunya disebut degan kapal kompang 

yang digunakan sebagai alat transportasi oleh masyarakat Pangean dengan tujuan 

mempermudah transportasi bagi masyarakat yang ingin menyeberang ataupun jasa 

pengangkutan barang  keseberang sungai kuantan, Kapal kompang ini pernah 

mengalami kecelakaan terbalik (karam), putusnya tali kapal kompang  dan ada 

juga di sebabkan lalainya pengemudi kapal kompang, dan pertanggung jawaban 

pengangkut seharusnya di sesuaikan dengan  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 

2008 tentang pelayaran. 
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Tanggung 

Jawab Pengangkut Terhadap Pengguna Jasa Angkutan Kapal Kompang Menurut 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran? Apa faktor 

penghambat Pelaksanaan Tanggung Jawab Pengangkut Jasa Angkutan kapal 

Kompang (Studi Kasus di Desa Padang Kunyit).? 

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan  (field 

research) dengan metode pengumpulan data observasi, wawancara dan angket. 

Adapun lokasi penelitian ini di lakukan di Kecamatan Pangean Kabupaten 

Kuantan Singingi. Dengan menggunakan metode induktif, kemudian metode 

analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif yaitu memberikan 

gambaran secara luas dan mendalam yang selanjutnya di lakukan analisa terhadap 

data atau literatur yang di peroleh di lapangan. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Tanggung Jawab Pengangkut 

Terhadap Pengguna Jasa Angkutan Kapal Kompang menurut peraturan Undang-

Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang pelayaran, belum terlaksana sesuai 

dengan Undang-Undang yang berlaku. Pelaksanaan tanggung jawab pengangkut 

terhambat disebabkan beberapa faktor : Kurangnya pengetahuan masyarakat Desa 

Padang Kunyit tentang peraturan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang 

pelayaran, Kelebihan Muatan Jasa Angkutan Kapal Kompang, Minimnya 

perlengkapan keselamatan Jasa Angkutan Kapal Kompang, Minimnya 

keuntungan dari Usaha Jasa Angkutan Kapal Kompang, dan  Jasa Angkutan 

Kapal Kompang Milik Pribadi. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri dari pulau-pulau yang 

dipisahkan oleh laut.
1
 Oleh karena itu diperlukan sarana penghubung 

(transportasi) guna mengangkut orang maupun barang kepulau-pulau tersebut. 

Pengangkutan pada pokoknya perpindahan orang maupun barang dari suatu 

tempat ke tempat lain. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (2) 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran yang menyatakan 

Perairan Indonesia adalah laut teritorial Indonesia beserta perairan kepulauan 

dan perairan pedalamannya.
2
 Tentu dalam pelayaran diharapkan semua pihak 

agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, oleh karena itu perlu adanya 

pengaturan-pengaturan.
3
 

Memperhatikan realita alamiah dari kedudukan Indonesia, maka untuk 

menunjang tercapainya wawasan nusantara, diperlukan upaya memanfaatkan 

perairan Indonesia yang merupakan salah satu modal nasional yang utama. 

Laut harus dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia untuk dapat mempertahankan 

kelangsungan hidup dan mengembangkan kehidupan negara. Oleh karena itu, 

bangsa Indonesia harus mempunyai kekuatan laut, yaitu kekuatan yang 

                                                             
1
 Marwati djoened poesponegoro, Sejarah Nasional III, ( jakarta: balai pustaka, 1993 ) 

h.104 
2
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, Pasal 1 

3
Nur Yanto, Memahami Hukum Laut Indonesia, ( Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014) 

h.144 
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dipandang sebagai kemampuan suatu negara untuk menempatkan seluruh 

sumber, dan peluang yang disediakan oleh laut, guna memenuhi kepentingan 

rakyat dan memanfaatkannya.
4
 Laut berfungsi sebagai penghubung wilayah 

satu dan lainnya dalam memperlancar hubungan transportasi.
5
 

Transportasi terdiri dari t ransportasi darat, laut maupun udara. Dari 

ketiga jenis transportasi tersebut, transportasi laut masih banyak diminati oleh 

masyarakat untuk berpergian disamping biayanya lebih murah, transportasi 

laut juga bisa menjangkau ke daerah-daerah pelosok dan daerah-daerah yang 

dipisahkan oleh selat-selat atau laut yang tidak bisa ditempuh dengan 

menggunakan sarana pengangkutan darat maupun udara.  Dalam melakukan 

pengangkutannya, transportasi laut melakukan pengangkutan terhadap orang 

(penumpang) dan pengangkutan terhadap barang.
6
 Pengangkutan akan sangat 

membantu dalam mengatasi isolasi yang timbul karena perbedaan letak 

geografis antar negara.
7
 

Pada dasarnya dalam dunia bisnis, upaya untuk memperoleh 

keuntungan yang sebesar-besarnya bukanlah rahasia umum. Namun yang 

perlu diperhatikan adalah langkah-langkah yang diambil oleh pelaku usaha 

untuk mencapai tujuannya agar tetap pada koridor yang diperbolehkan oleh 

                                                             
4
Roesdi Roesli, Peranan Pertahanan Keamanan Dalam Strategi Pengembangan 

Kelautan di Indonesia Bagian Timur Serta Strategi Kelautan Pengembangan Kelautan dalam 

Perspektif Pembangunan Nasional, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan,1988) h.160-162. 
5
P. Joko Subagyo, Hukum Laut Indonesia, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013) h. 8 

6
 Abdul kadir muhammad, Hukum Pengangkutan Darat, Laut dan Udara, (Bandung : 

Citra Aditya Nakti, 1991), h. 2 
7
 Tommy H. Purwaka, Pelayaran Antar Pulau Indonesia Suatu Kajian Tentang 

Hubungan Antara Kebijaksanaan Pemerintah Dengan Kualitas Pelayanan Pelayaran, (Jakarta: 

Pusat Studi Wawasan Nusantara, 1993) h. 1 
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undang-undang yang berlaku, dan beriktikad baik dalam melakukan usaha. 

Undang-undang  Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran. 

1. Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara kepulauan 

berciri nusantara yang disatukan oleh wilayah perairan sangat luas dengan 

batas-batas, hak-hak, dakedaulatan yang ditetapkan dengan undang-

undang; 

2. bahwa dalam upaya mencapai tujuan nasional berdasarkan Pancasila dan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 

mewujudkan Wawasan Nusantara serta memantapkan ketahanan nasional 

diperlukan sistem transportasi nasional untuk mendukung pertumbuhan 

ekonomi, pengembangan wilayah, danmemperkukuh kedaulatan negara 

3. bahwa pelayaran yang terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhanan, 

keselamatan dan keamanan pelayaran, dan perlindungan lingkungan 

maritim, merupakan bagian dari sistem transportasi nasional yang harus 

dikembangkanpotensi dan peranannya untuk mewujudkan sistem 

transportasi yang efektif dan efisien, serta membantu erciptanya pola 

distribusi nasional yang mantap dan dinamis 

4. bahwa perkembangan lingkungan strategis nasional dan internasional 

menuntut penyelenggaraan pelayaran yang sesuai dengan perkembangan 

ilmu pengetahuan dan teknologi, peran serta swasta dan persaingan usaha, 

otonomi daerah, dan akuntabilitas penyelenggara negara, dengan tetap 

mengutamakan keselamatan dan keamanan pelayaran demi kepentingan 

nasional.
8
 

                                                             
8
 Undang undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Pasal 1 (2) 
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Dalam hal pengangkutan laut yang berkedudukan sebagai pengangkut 

pemilik kapal, sedangkan nahkoda dan anak buah kapal berkedudukan sebagai 

buruh (pekerja) atau orang yang dipekerjakan oleh pemilik kapal, sesuai 

dengan ketentuan Pasal 321 KUHD, nahkoda dan anak buah kapal ini hanya 

bertanggung jawab kepada pemilik kapal selaku majikannya.
9
 Hal Lain yang 

juga tidak kalah pentingnya akan kebutuhan alat transportasi adalah kebutuhan 

kenyamanan, keamanan, dan kelancaran pengangkutan.
10

 

Dalam hal transportasi khususnya melalui jalur laut, maka keselamatan 

pelayaran merupakan faktor utama yang harus menjadi perhatian bagi 

pengusaha yang berada dibidang jasa pengangkutan ini terutama bagi pemakai 

jasa angkutan. Sudah menjadi prinsip umum bahwa orang yang mengirim 

barang atau penumpang menghendaki terjaminnya keselamatan jiwa dan 

barang itu sejak keberangkatan sampai ketempat tujuan. Untuk maksud itulah, 

maka kapal sebagai alat angkutan tersebut harus terjamin “layak laut” nya (sea 

worthness) sehingga penyelenggaraan pengangkutan itu dapat terlaksana 

dengan tertib, aman dan sempurna. Di Indonesia yang menentukan kapal layak 

laut atau tidak adalah Biro Klasifikasi Indonesia, Syahbandar dan Direktorat 

Perkapalan pada Direktorat Jenderal di Perhubungan Laut.
11

 

Penurut peraturan mentri perhubungan Nomor 52 tahun 2012 

1. Alur pelayaran sungai adalah perairan sungai dan danau, muara sungai, 

alur yang menghubungkan dua atau lebih antar muara sungai yang 

                                                             
9
Zaeni Asyhadie, Hukum Bisnis, Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia,(Jakarta:PT 

Raja Grafindo persada, 2017)h.284 
10

Tommy H Purwaka, Pelayaran Antar Pulau Indonesia, (Jakarta : Bumi Aksara, 1993), 

h.8 
11

Abbas Salim, Manajemen Transportasi, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008) h.262 
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merupakan suatu kesatuan alur pelayaran sungai dan danau dari segi 

kedalaman, lebar dan bebas hambatan pelayaran lainnya dianggap aman 

dan selamat untuk dilayari. 

2. Pelabuhan sungai adalah pelabuhan yang digunakan untuk melayani 

angkutan sungai yang terletak di sungai. 

3. Fasilitas alur pelayaran sungai adalah sarana dan prasarana yang wajib 

dilengkapi untuk menjamin keselamatan, keamanan, ketertiban dan 

kelancaran lalu lintas dan angkutan pada suatu aluran-pealayaran. 

4. Halte adalah fasilitas berupa tempat berupa tempat pemberentian 

sementara untuk menaikkan dan menurunkan penumpang dan barang 

diantara pealabuhan asal dan tujuan.
12

 

Dalam Pasal 1 ayat (6) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 104 

Tahun 2017: “Usaha angkutan penyeberangan adalah usaha dibidang angkutan 

yang diselenggarakan untuk umum pada lintas  penyeberangan dengan 

memungut bayaran dengan menggunakan kapal yang memiliki spesifikasi 

yang sesuai dengan kondisi teknis dan operasional prasarana, sarana, dan 

perairan.
13

Kompang  menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adalah 

sebuah perahu yang terbuat dari kayu, dalam pengertian lain kapal kompang 

adalah perahu kayu bermotor yang dimodifikasi agar bisa memuat banyak 

barang khususnya kendaraan seperti sepeda motor, gerobak dan juga sepeda. 

Kapal kompang lebih mirip kotak berjalan dibandingkan dengan perahu-

perahu lain yang memiliki haluan lancip. Biasanya dikemudikan oleh satu 

                                                             
12

peraturan mentri perhubungan Nomor 52 tahun 2012 
13

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 104 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan 

Angkutan Penyeberangan, Pasal 1 
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orang, Sejak adanya perahu bermotor yang didesain sedemikian rupa, jumlah 

kendaraan yang menyeberang semakin meningkat. 

Sedangkan kapal kompang adalah salah satu bentuk sistem angkutan 

barang dan penumpang. Sistem angkutan ini termasuk tua dan menjadi sistem 

angkutan utama diwilayah wilayah tertentu bahkan diwilayah yang lebih maju 

sistem transportasinya seperti di Eropa.
14

 

Kecamatan pangean merupakan salah satu kecamatan yang berada 

diwilayah Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau. Di Kecamatan Pangean 

ini terdapat beberapa jasa penyeberangan yang disebut degan kapal kompang 

yang digunakan sebagai alat transportasi oleh masyarakat Pangean dengan 

tujuan mempermudah transportasi bagi masyarakat yang ingin menyeberang 

ataupun jasa pengangkutan barang  keseberang sungai kuantan, sebagai usaha 

mata pencaharian bagi masyarakat tersebut. Desa-desa yang mempunyai kapal 

kompang diantaranya adalah desa Tanah Bekali, Pulau Deras, Teluk Pauh, 

Padang Tanggung, Padang Kunyit dan pembatang Kebutuhan masyarakat 

kecamatan pangean untuk menggunakan jasa penyeberangan memang cukup 

tinggi. Hal ini disebabkan jauhnya dari jembatan penghubung yang bisa dilalui 

masyarakat, sehingga sarana perahu bermotor atau kapal kompang cukup 

ramai diminati.  

Rendahnya standar fasilitas pendukung keselamatan pada 

penyeberangan perahu rakit yang ada di Kecamatan pangean, seperti 

kurangnya bangku untuk penumpang, tidak adanya pelampung untuk 

                                                             
14

http://id.m.wikipedia.org/wiki/angkutan_sungaidi akses 05 Agustus 2019 

http://id.m.wikipedia.org/wiki/angkutan_sungai
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keselamatan, tidak adanya tabung oksigen untuk keperluan keselamatan jika 

terjadi suatu kecelakaan. Penyeberangan kompang ini belum memiliki tiket 

resmi dan tidak didaftarkan asuransi, serta setiap pemilik tidak mengukur 

kapasitas muatan dalam suatu perahu kompang berapa jumlah motor dan 

berapa jumlah penumpang yang bisa ditampung dalam angkutan 

penyeberangan kompang, disebabkan hanya untuk meraih keuntungan yang 

besar tanpa memikirkan keselamatan umum. 

Kapal kompang ini pernah mengalami kecelakaan terbalik (karam), 

putusnya tali kapal kompang  dan ada juga di sebabkan lalainya pengemudi 

kapal kompang, dan tanggung jawab itu seharusnya di sesuaikan dengan  

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran  pasal 40 dan 41 

yang berbunyi: 

Pasal 40 

1. Perusahaan angkutan diperairan bertangggung jawab terhadap keselamatan 

dan keamanan penumpang dan/atau barang yang diangkutnya.  

2. Perusahaan angkutan di perairan bertanggung jawab terhadap muatan 

kapal sesuai dengan jenis dan jumlah yang dinyatakan dalam dokumen 

muatan dan/atau perjanjian atau kontrak pengangkutan yang telah 

disepakati. 

Pasal 41 

1. Tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dapat ditimbulkan 

sebagai akibat pengoperasian kapal, berupa:  

a. Kematian atau lukanya penumpang yang diangkut; 
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b. Musnah, hilang, atau rusaknya barang yang diangkut; 

c. Keterlambatan angkutan penumpang dan/atau barang yang 

diangkut;atau 

d. kerugian pihak ketiga. 

2. Jika dapat membuktikan bahwa kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf b, huruf c, dan huruf d bukan disebabkan oleh kesalahannya, 

perusahaan angkutan di perairan dapat dibebaskan sebagian atau seluruh 

tanggung jawabnya.  

3. Perusahaan angkutan di perairan wajib mengasuransikan tanggung 

jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan melaksanakan asuransi 

perlindungan dasar penumpang umum sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan.
15

 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul  Tanggung Jawab Pengangkut terhadap 

Pengguna Jasa Angkutan kapal kompang  menurut Undang-Undang 

Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Studi Pengguna Jasa 

Angkutan Kapal Kompang di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan 

Singingi). 

 

B. Batasan Masalah 

Untuk menghindari pemahaman serta penafsiran yang keliru dan 

memberikan arahan dalam penelitian ini, maka perlu kiranya penulis 

memberikan batasan dalam penelitian ini yaitu khusus membahas mengenai 

                                                             
15

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran 
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Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran dan faktor 

penyebab  kurang terlaksananya ketentuan mengenai Tanggung Jawab 

Pengangkut Terhadap Pengguna Jasa Angkutan Kapal Kompang Menurut 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran (Studi Pengguna 

Jasa Angkutan Kapal Kompang di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan 

Singingi). 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan 

adalah : 

1. Bagaimana Tanggung Jawab Pengangkut Terhadap Pengguna Jasa 

Angkutan Kapal Kompang Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 

2008 tentang pelayaran? 

2. Apa faktor penghambat Pelaksanaan Tanggung Jawab Pengangkut Jasa 

Angkutan kapal Kompang (Studi Kasus di Desa Padang Kunyit)? 

 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

a. Untuk mengetahui Bagaimana Tanggung Jawab Pengangkut Terhadap 

Pengguna Jasa Angkutan Kapal Kompang Menurut Undang-Undang 

Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran. 
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b. Untuk mengetahui faktor penghambat Pelaksanaan Tanggung Jawab 

Pengangkut Jasa Angkutan kapal Kompang (Studi Kasus di Desa 

Padang Kunyit) 

2. Manfaat  Penelitian  

Adapun manfaat  penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Untuk dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam upaya 

pengembangan ilmu pengetahuan khususnya Ilmu Hukum. 

b. Untuk pihak lain hasil kajian ini dapat dijadikan sebagai sumber 

informasi atau referensi bagi penelitian berikutnya. 

 

E. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Lokasi  Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field Research) 

penelitian ini dilakukan terhadap Tanggung Jawab Pengangkut Terhadap 

Pengguna Jasa Angkutan kapal kompang  Menurut Undang-Undang 

Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran (Studi Pengguna Jasa Angkutan 

Kapal Kompang di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi). 

2. Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah pemilik jasa angkutan kapal 

kompang di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi. Sedangkan 

objek dalam penelitian ini adalah Tanggung Jawab Pengangkut Terhadap 

Pengguna Jasa Angkutan kapal kompang  Menurut Undang-Undang 

Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran 
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3. Populasi dan Sample 

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan dengan ciri yang sama. 

Populasi bisa berupa himpunan orang, benda, (hidup atau mati), kejadian, 

kasus kasus, waktu, atau tempat dengan sifat atau ciri yang sama. Sampel 

adalah himpunan dari populasi.
16

 Metode pengambilan sampel pada 

penelitian ini adalah random sampling, yaitu pengambilan sampel secara 

acak. 

No Responden 
Jumlah 

Populasi 

Jumlah 

Sampel 
Persentase 

1 
Pemilik kapal 

kompang 
4 Orang 4 Orang 100% 

2 
Pekerja kapal 

kompang 
4 Orang 4 Orang 100% 

3 
Masyarakat Desa 

Padang Kunyit 
125 Orang 50 Orang 50% 

 TOTAL 133 Orang 59 Orang 100 % 

 

4. Sumber Data 

Untuk mengumpulkan informasi dan data serta bahan lainnya yang 

dibutuhkan untuk penelitian ini dilakukan dengan dua cara : 

a. Data primer, adalah data yang dikumpulkan oleh peneliti secara 

langsung terhadap Tanggung Jawab Pengangkut Terhadap Pengguna 

Jasa Angkutan kapal kompang  Menurut Undang-Undang Nomor 17 

Tahun 2008 tentang pelayaran, yaitu berupa responden terhadap 

permasalahan yang sedang diteliti. 

b. Data sekunder, adalah data yang diperoleh dari arsip-arsip   atau buku-

buku yang berhubungan dengan penelitian in 

                                                             
16

Bambang Sugono, Metode Penelitian Hokum,((Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 

2015). Hal. 199 
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5. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh dengan 

cara dan tahapan sebagai berikut : 

a. Observasi 

Adalah peneliti melakukan pengamatan secara langsung 

terhadap gejala-gejala yang terjadi dilapangan 

b. Wawancara   

Adalah tehnik pengumpulan data dengan melakkan tanya jawab 

langsung dengan responden 

c. Angket  

Teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan 

tertulis untuk di jawab secara tertulis pula oleh responden.  

6. Analisis Data 

Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah menganalisa 

terhadap fakta-fakta dan informasi yang diperolehdengan menggunakan 

metode deskriptif kualitatif yaitu memberikan gambaran secara luas dan 

mendalam yang selanjutnya dilakukan anlisa terhadap data atau literatur 

yang diperoleh dilapangan. 

7. Teknik Penulisan 

Metode dedukatif adalah suatu uraian penulisan yang diawali 

dengan menggunakan keadaan-keadaan umum kemudian dianalisa dan 

diambil kesimpulan secara khusus 
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F. Sistematika Penulisan 

Pembahasan dalam bab ini dikelompokkan dalam beberapa bab yaitu : 

BAB I :  PENDAHULUAN 

  Bab ini berisi latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan 

masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan 

sitematika penulisan.  

BAB II  :  GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

  Bab ini memuat uraian tentang sejarah daerah kabupaten 

kuantan singingi, kondisi dan luas wilayah kecamatan pangean 

kabupaten kuantan singingi. 

BAB III :  TINJAUAN PUSTAKA 

  Bab ini membahas mengenai tinjauan tentang pembahasan yang 

berkenaan dengan unsur penelitian yaitu mengenai 

Pengangkutan dan Pengaturan tanggung jawab pengangkut  

kapal kompang. 

BAB IV :  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

  Tanggung Jawab Pengangkut Terhadap Pengguna Jasa 

Angkutan kapal kompang  Menurut Undang-Undang Nomor 17 

Tahun 2008 tentang pelayaran 

BAB V  :  PENUTUP 

  Bab ini berisikan kesimpulan dan saran-saran     

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN PENELITIAN 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

 

A. Letak Geografis Kecamatan Pangean 

Kecamatan Pangean merupakan salah satu Kecamatan yang berada di 

Kabupaten Kuantan Singingi yang mempunyai luas wilayah 145,32 km2 atau 

sekitar 1,9 % dari keseluruhan luas Kabupaten Kuantan Singingi dengan 

jumlah penduduk 20.718 jiwa yang terdiri dari 17 Desa. Ibukota Kecamatan 

Pangean adalah Pasarbaru yang mempunyai  jarak Ibu kota Kecamatan 

Pangean ke ibukota Kabupaten Kuantan Singingi lebih kurang 31 km, 

Kecamatan Pangean mempunyai batas wilayah yaitu yang perbatasan sebelah 

Timur berbatasan dengan Kecamatan Kuantan Hilir, Sebelah Sebelah Barat 

berbatasan dengan Kecamatan Benai, Sebelah Selatan berbatasan dengan 

Kecamatan Benai, Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Logas Tanah 

Darat.  

Untuk lebih jelasnya berikut daftar tabel luas wilayah Setiap Desa di 

Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi: 
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Tabel IV.1 

Daftar Luas Wilayah Kecamatan Pangean Kabupaten  

Kuantan Singingi dan Jumlah Desa 

 

NO DESA LUAS WILAYAH 

1 Pasarbaru 6,6 

2 Koto Pangean 3,80 

3 Pauh Angit Hulu 6,75 

4 Pauh Angit Hilir 6,75 

5 Sukaping 11,80 

6 Pulau Rengas 9,50 

8 Rawang Binjai 6,10 

9 Pulau Tengah 2,32 

10 Pulau Kumpai 12,00 

11 Pembatang 12,60 

12 Tanah Bekali 12,20 

13 Pulau Deras 7,40 

14 Padang Kunyit 11,40 

15 Padang Tanggung 11,00 

16 Sako Pangean 6,6 

17 Sungai Langsat 6,6 

       JUMLAH                                                                                         

139,42 

Sumber Data: Kantor Camat Pangean 2017 

B. Jumlah Penduduk 

Jumlah penduduk Kecamatan Pangean pada saat ini 17.538 jiwa 

dengan komposisi penduduk yang heterogen secara kultural yang terdiri dari 

masyarakat lokal, adapun jumlah penduduk masyarakat Kecamatan Pangean 

selalu menigkat tiap tahunnya. Untuk lebih jelasnya jumlah penduduk 

Kecamatan Pangean bisa dilihat pada tabel berikut ini. 
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Tabel IV.2 

Jumlah Penduduk Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi 

 

NO DESA Laki-Laki Perempuan Jumlah 

1 Pasarbaru 1.185 1.190 2.375 

2 Koto Pangean 200 195 395 

3 Pauh Angit Hulu 508 545 1.053 

4 Pauh Angit Hilir 508 545 1.053 

5 Sukaping 322 349 671 

6 Pulau Rengas 304 355 659 

7 Rawang Binjai 256 208 464 

8 Pulau Tengah 272 279 551 

9 Pulau Kumpai 584 610 1.194 

10 Pembatang 512 540 1.061 

11 Tanah Bekali 474 504 978 

12 Pulau Deras 433 429 826 

13 Padang Kunyit 345 393 350 

14 Padang Tanggung 194 217 411 

15 Sako Pangean 1.185 1.190 2.375 

16 Sungai Langsat 1.185 1.190 2.375 

17 Teluk Pauh 183 174 357 

              JUMLAH 8.661 5.343 17.538 

Sumber Data: Kantor Camat Pangean 2017 

 

C. Mata Pencarian 

Harus diakui bahwa tingkat pendidikan mempunyai pengaruh yang 

cukup banyak dalam menentukan tingkat mata pencarian masyarakat itu 

sendiri, dimana masyarakat yang tingkat pendidikannya tinggi akan cenderung 

berbeda dengan masyarakat yang tingkat pendidikannya rendah,lingkungan 

dan alam pun ikut berperan dalam menentukan karakteristik mata pencarian 

masyarakat setempat khususnya Kecamatan Pangean yang kondisi alamnya 

sangat mendukung untuk pertanian dan perkebunan, maka masyarakat 

cenderung untuk bertani dan berkebun. Hal ini terbukti dengan banyaknya 

masyarakat Kecamatan Pangean yang menjadi petani dan berkebun. Untuk 
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memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat Kecamatan Pangean mempunyai 

berbagai macam usaha, hal ini sesuai dengan profesi dan keahlian masing-

masing masyarakat. Masyarakat Pangean mempunyai mata pencaharian yang 

beraneka ragam seperti petani, pedagang, karyawan industri, PNS, 

TNI/POLRI, peternak, sopir, tukang jahit, wiraswasta, nelayan, pertukangan 

dan lainnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:  

Tabel IV.3 

Jumlah Rumah Tangga Berdasarkan Mata Pencarian 

 

NO Mata Pencarian Jumlah Persentase 

1 Petani 903 17,35 % 

2 Perkebunan 1,134 21,7 % 

3 Pedagang 447 8,5 % 

4 Peternak 89 1,7 % 

5 Karyawan Industri 430 8,2 % 

6 Guru 219 4,2 % 

7 PNS 305 6,0 % 

9 TNI/POLRI 48 0,9 % 

10 Wira Swasta 641 12,3 % 

11 Buruh 210 4,0 % 

12 Sopir 53 1,0 % 

13 Penjahit 56 1,1 % 

14 Nelayan 42 0,8 % 

15 Pensiunan 51 1,0 % 

16 Tukang 97 1,9 % 

17 Lainnya 488 9,4 % 

JUMLAH 5,216 100 % 

Sumber : Data Kantor Camat Kecamatan Pangean 2017 

 

D. Kesehatan 

Sejak terbentuknya Kabupaten Kuantan Singingi dan mekarnya 

Kecamatan Pangean dari Kecamatan induk Kecamatan Kuantan hilir telah 

tersedianya puskesmas yang dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat 

dalam menangani masalah kesehatan yang ada di Kecamatan Pangean 
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Kabupaten Kuantan Singingi. Meskipun pada awalnya hanya ada satu 

puskesmas dan tidak didukung dengan sarana dan prasarana serta fasilitas 

yang memadainamun untuk saat ini sudah banyak puskesdes pembantu yang 

ada di Kecamatan Pangean. Berikut tabel sarana kesehatan yang ada di 

Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi: 

Tabel IV.4 

Tabel Sarana Kesehatan di Kecamatan Pangean  

Kabupaten Kuantan Singingi 

 

No Desa Puskesmas Puskesdes Posyiandu 

1 Pasarbaru 1 2 4 

2 Koto Pangean 0 0 1 

3 Pauh Angit Hulu 0 0 1 

4 Pauh Angit Hilir 0 0 1 

5 Sukaping 0 1 1 

6 Pulau Rengas 0 1 1 

7 Rawang Binjai 0 1 1 

8 Pulau Tengah 0 1 1 

9 Pulau Kumpai 0 0 2 

10 Pembatang 0 0 1 

11 Tanah Bekali 0 0 1 

12 Pulau Deras 0 0 2 

13 Padang Kunyit 0 0 1 

14 Padang Tanggung 0 0 1 

15 Sako Pangean 0 1 2 

16 Sungai Langsat 0 0 2 

17 Teluk Pauh 0 0 1 

JUMLAH 1 7 25 

  Sumber Data: Kantor Puskesmas Pangean 2017 

 

E. Pendidikan 

Pendidikan sebagai prioritas utama dalam pembangunan dan 

perkembangan masyarakat, pendidikan perlu ditunjang oleh sarana dan 

prasarana yang memadai, pada umumnya sarana dan prasarana pendidikan 

yang berupa gedung-gedung sekolah yang ada diwilayah Kecamatan Pangean 
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mulai dari tingkat TK hingga SLTA telah tersedia. Sarana dan prasarana 

tersebut dibangun oleh pemerintah, namun sebagian ada juga yang dikelolah 

oleh pihak swasta yang ikutberpartisipasi dalam membangun sarana dan 

prasarana dalam rangka meningkatkan pendidikan di Kecamatan Pangean 

Kabupaten Kuantan Singingi. Dalam pembangunan sarana pendidikan ini 

tidak hanya dengan beberapa kali saja, namun hal itu dilaksanakan secara 

berkelanjutan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini 

jumlah sarana pendidikan yang ada di Kecamatan Panegan Kabupaten 

Kuantan Singingi: 

Tabel IV.5 

Jumlah Sarana Pendidikan Berdasarkan Desa dan Jenjang 

Pendidikan di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi 

 

NO DESA 
JENJANG PENDIDIKAN 

TK SD MI SMP MTS SMA SMK MA 

1 Pasarbaru 4 3 1 1 2 0 0 1 

2 Koto Pangean 1 1 0 0 0 1 1 0 

3 Pauh Angit Hulu 1 1 0 1 0 0 0 0 

4 Pauh Angit Hilir 1 1 0 0 0 0 0 0 

5 Sukaping 1 1 0 0 0 0 0 0 

6 Pulau Rengas 1 1 0 0 0 0 0 0 

7 Rawang Binjai 1 1 0 0 0 0 0 0 

8 Pulau Tengah 1 1 0 0 0 0 0 0 

9 Pulau Kumpai 2 1 0 1 0 0 0 0 

10 Pembatang 1 1 0 0 1 0 0 0 

11 Tanah Bekali 1 1 0 0 0 0 0 0 

12 Pulau Deras 1 1 0 0 0 0 0 0 

13 Padang Kunyit 0 0 0 0 0 0 0 0 

14 Padang Tanggung 1 0 0 0 0 0 0 0 

15 Sako Pangean 1 1 0 1 0 0 0 0 

16 Sungai Langsat 1 1 0 0 0 0 0 0 

17 Teluk Pauh 1 1 0 1 0 0 0 0 

JUMLAH 20 17 1 5 3 1 1 1 

Sumber: Kantor Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Pangean 2017 
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F. Sosial dan Keagamaan 

Memeluk agama merupaka hak asasi dasar dari manusia, 

kebebasanberagama di Republik Indonesia dijamin dalam UUD 1945 dalam 

pasal 29 yaitutoleransi antar umat beragama, kerukunan untuk beragama, tidak 

mencapurialiran kepercayaan. Mayoritas masyarakat Pangean adalah 

beragama Islam yaitu 99% kemudian Kristen 1%. Adapun masyarakat yang 

beragama Kristen adalah masyarakat pendatang yang bekerja diperusahaan 

sawit yang ada diKecamatan Pangean, pada umumnya mereka tinggal 

diperusahaan tempat mereka bekerja walaupun Islam agama yang mayoritas, 

tidak ada penekanan atau pemaksaan dari agama yang mayoritas ke agama 

yang minoritas. Sesuai dengan firman Allah AWT dalam Surat Al-Baqarah 

ayat 256 yang artinya : 

                      

                          

Artinya  ‘’Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); 

Sesungguhnya telah jelasjalan yang benar daripada jalan yang 

sesat. karena itu Barangsiapa yang ingkarkepada Thaghut[162] dan 

beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia telahberpegang 

kepada buhul tali yang Amat kuat yang tidak akan putus. dan Allah 

Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. 

 

Hal ini membuktikan telah mantapnya toleransi antar umat beragama 

di Kecamatan Pangean. Kerukunan umat beragama serta kesadaran untuk 

mengamalkan pancasila banyak jumlah sarana ibadah yang dibangun di Desa-

Desa yang ada di Kecamatan Pangean, namun sarana tersebut hanya didirikan 

untuk masyarakat yang mayoritas yaitu masyarakat Islam. Banyak masjid dan 
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mushallah yang dibangun di setiap Desa yang ada di Kecamatan Pangean, hal 

itu untuk mempermudah proses ibadah untuk menjalin silaturahmi antar 

sesama. Berikut jumlah sarana ibadah yang ada di Kecamatan Pangean 

Kabupaten Kuantan Singingi dapat dilihat pada tabel berikut ini : 

Tabel IV.6 

Keadaan dan Jumlah Sarana Ibadah di Kecamatan  

Pangean Kabupaten Kuantan Singingi 

 

NO DESA MASJID MUSHOLA GEREJA 

1 Pasarbaru 9 28 0 

2 Koto Pangean 1 2 0 

3 Pauh Angit Hulu 2 3 0 

4 Pauh Angit Hilir 1 4 0 

5 Sukaping 1 5 0 

6 Pulau Rengas 1 4 0 

7 Rawang Binjai 1 3 0 

8 Pulau Tengah 1 4 0 

9 Pulau Kumpai 1 4 0 

10 Pembatang 1 12 0 

11 Tanah Bekali 1 6 0 

12 Pulau Deras 1 3 0 

13 Padang Kunyit 1 10 0 

14 Padang Tanggung 1 3 0 

15 Sako Pangean 2 4  

16 Sungai Langsat 1 3 0 

17 Teluk Pauh 1 3 0 

JUMLAH    

 Sumber Data: Kantor Puskesmas Pangean 2017 

 

G. Lembaga Pemerintahan 

Kecamatan Pangean dipimpin oleh seorang camat yang dibantu oleh 

perangkat-perangkatnya dan kepala Desa yang semuanya bekerja sesuai 

dengan jabatan dan kewenangan yang telah dipangkunya. Untuk lebih jelasnya 

dapat dilihat pada tabel dibawah ini tentang struktur organisasi Kecamatan 

Pangean. 



 

 

22 

Tabel IV.7 

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Camat Pangean 

 
NO NAMA NIP JABATAN 

1 Mahviyen Trikon Putra, SE 19710020200012 1 001 Camat 

2 Usman, SP 19710020200012 1 001 Sekcam 

3 MHD. Yusuf, SE 19790415 200501 1 013 Kasubak Umum 

4 Fera Wati,S,sos  19811212 200501 1 013 Kasubak Program 

5 Jonriawan, SE 19830810 200801 1 012 Bendahara 

6 Teliur, Amd 13661230 198702 1 008 Kasih Pemerintahan 

7 Murhalim 19631231 198603 1 143 Kasih PMD 

8 Hendra Putra 19670101 98903 1 010 Kasih Trantib 

9 Eddra Mandahris, S,sos 19800606 200012 1 002 Kasubak Keuangan 

Sumber : Camat/KSK Pangean 2017 

 

H. Sosial dan Budaya 

Kebudayaan dan masyarakat adalah dua hal yang tidak dapat 

dipisahkan antara satu dengan yang lain, masyarakat itu sendiri adalah 

kelompok manusia yang sudah lama hidup bersama dan saling bekerja sama 

yang bertujuan adalah untuk menghasilkan daya cipta yang berbentuk 

kebudayaan dalam kehidupan sehari-hari.Kebudayaan diartikan dengan seni 

baik berupa seni suara, seni tari, seni rupa dan lain sebagaiya. Namun 

sesungguhnya kebudayaan itu bukan hanya seni melainkan seni itu merupakan 

salah satu dari kebudayaan.  

Sedangkan sosial budaya itu sendiri terdiri dari dua suku kata yakni 

sosial dan budaya sosial dalam kamus bahasa idonesia diartikan dengan 

sesuatu yang menyangkut aspek hidup masyarakat.Sedangkan budaya 

diartikan dengan keadaan, kebudayaan merupakan hasil dari karya manusia 

yang bersifat keindahan peradaban. Dalam kehidupan manusia sebagai 

khalifah di permukaan bumi tentu memiliki beraneka ragam kehidupan sosial 

dan budaya hal ini merupakan sesuatu yang wajar karena setiap individu yang 
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hidup sudah mempunyai kebudayaan sendiri terutama yang berasal dari nenek 

moyang meraka yang dikenal dengan adat istiadat.  Hal ini sangat berguna 

untuk mengatur kehidupan individu yang ada dalam kelompik masyarakat 

tersebut. Adat istiadat memang banyak macam dan ragamnya, oleh karena itu 

tidak salah adat istiadat adalah hal yang membedakan satu suku dengan suku 

yang lainnya. Adat istiadat diadakan dengan tujuan mengatur kehidupan 

masyarakat baik dalam hubungan sosial maupun individu. Dalam hal ini 

dijelaskan oleh Taufik Abdullah yang mengatakan tradisi atau adat istiadat 

biasanya didefinisikan sebagai kebiasaan setempat yang mengatur interaksi 

semua anggota masyarakat, dalam kehidupan masyarakat di Kecamatan 

Pangean yang mempunyai bermacam suku dan budaya, pada umumnya 

mereka hidup rukun dan damai. Perbedaan suku, golongan bahkan agama 

tidak menjadikan mereka sulit untuk bergaul dengan sesama sementara 

budayabudaya daerah setiap suku terbina melalui kesenian tradisional seperti 

pacu jalur, silat, saluang, rebab dan lain sebagainya. Adapun suku-suku yang 

ada di Kecamatan Pangean dapat diclihat sebagai berikut : 

1. Suku Melayu 

2. Minang 

3. Jawa 

4. Bugis 

5. Batak 

Dalam kehidupan sehari-hari untuk memudahkan hubungan antar suku 

adat tersebut, masing-masing suku membentuk perkumpulan yang dipimpin 



 

 

24 

oleh ketua yang mengkoordinir anggotanya, tiap perkumpulan ini merupakan 

suatu wadah untuk menampung berbagai kegiatan sosial bahkan kegiatan 

keagamaan, dari masing-masing membawa adat istiadat dari daerah dimana ia 

berasal sehingga dengan munculnya adat istiadat dari daerah luar tersebut 

semakin memperkaya adat dan budaya daerah di Kecamatan Pangean. 
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BAB III 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Pengertian Pelayaran 

Berbicara tentang pelayaran dalam arti luas, tidak bisa terlepas dari 

aspek angkutan diperairan (dalam arti kapal), aspek kepelabuhanan, serta 

aspek keamanan dan keselamatannya, sedangkan pelayaran dalam arti sempit 

hanya menyangkut pada aspek angkutannya saja.
17

 Pelayaran diselenggarakan 

tentu harus memberi manfaat kepada semua pihak, dalam melakukan kegiatan 

usaha di bidang pelayaran menggunakan persaingan yang sehat, dan juga tidak 

menimbulkan pencemaran lingkungan.
18

 

Sesuai dengan Pasal 3 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang 

Pelayaran, dapat diketahui bahwa pelayaran diselenggarakan dengan tujuan: 

1. Memperlancar arus perpindahan orang atau barang melalui perairan 

dengan mengutamakan dan melindungi angkutan diperairan dalam rangka 

memperlancar kegiatan perekonomian nasional 

2. Membina jiwa kebahaarian; 

3. Menjunjung kedaulatan negara; 

4. Menciptakan daya saing dengan mengembangkan industri angkutan 

perairan nasional 

5. Menggerakkan, dan mendorong pencapaian tujuan pembangunan nasional 

                                                             
17

Wirjono Projodikoro, Hukum Dagang, Hukum Pelayaran Laut dan Pelayaran Darat, 

(Bandung: 1983) h. 23 
18

Nur Yanto, op.cit. h. 144 
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6. Memperkukuh kesatuan dan persatuan bangsa dalam rangka perwujudan 

wawasan nusantara 

7. Meningkatkan ketahanan nasional.
19

 

Sebagai suatu bentuk kegiatan yang mempengaruhi kehidupan 

masyarakat, maka dunia pelayaran memerlukan regulasi yang mengatur 

mengenai usaha pelayaran karena Indonesia adalah negara hukum dan segala 

sesuatu harus diatur dalam Undang-undang. Maka untuk mengatur itu semua 

Pemerintah melahirkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang 

pelayaran. Sebagai hukum positif, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 

tersebut mengatur hal-hal yang didalamnya terdapat faktor-faktor penting 

transportasi di perairan. Pasal 1 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 

tentang Pelayaran menyatakan bahwa pelayaran satu kesatuan sistem yang 

terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhan, keselamatan dan keamanan 

serta perlindungan yang maritim.
20

 

 

B. Pengangkutan 

Menurut Abdul Kadir Muhammad  pengangkutan adalah proses 

kegiatan membawa barang atau penumpang dari tempat pemuatan ketempat 

tujuan dan menurunkan barang atau penumpang dari alat pengangkutan 

ketempat yang ditentukan.
21

 Pengangkutan sebagai sebuah proses atau 

kegiatan memerlukan alat pengangkutan untuk mengangkut barang atau 

penumpang, atau membawa barang atau penumpang dari tempat permuatan 

                                                             
19

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Pasal 3 
20

Undang-Undang Nomor17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Pasal 1 
21

Abdul Kadir Muhammad, Hukum Pengangkutan Darat, Laut dan Udara (Bandung: PT 

Citra Aditya Bakti, 2004) hlm. 19 
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ketempat tujuan dan menurunkan barang atau penumpang dari alat 

pengangkutan ketempat yang ditentukan. Suatu perjanjian pengangkutan ialah 

suatu perjanjian di mana satu pihak menyanggupi dengan aman membawa 

orang atau barang dari suatu tempat ke tempat lainnya, sedangkan pihak yang 

lain menyanggupi akan membayar ongkosnya.
22

 

Perpindahan barang atau orang dari suatu tempat ke tempat lain yang 

diselenggarakan dengan pengangkutan tersebut harus dilakukan dengan 

memenuhi beberapa ketentuan yang tidak dapat ditinggalkan, yaitu harus 

diselenggarakan dengan aman, selamat, cepat, tidak ada perubahan bentuk 

tempat dan waktunya. Kumpulan berbagai peraturan itulah yang dikenal 

dengan hukum pengangkutan. Hukum pengangkutan adalah hukum yang 

mengatur bisnis pengangkutan baik pengangkutan di laut, udara, darat dan 

perairan pedalaman.
23

 

Pengangkutan penumpang didalam pelaksanaannya didahului dengan 

adanya kesepakatan antar pihak-pihak yang ingin mengadakan pengangkutan 

penumpang. Kesepakatan tersebut tertuang dalam bentuk perjanjian 

pengangkutan yang akan menimbulkan hak dan kewajiban serta tanggung 

jawab yang berbeda dari masing-masing pihak perjanjian melahirkan 

hubungan hukum.
24

 

Subjek hukum pengangkutan dapat berstatus badan hukum, 

persekutuan bukan badan hukum, dan perseorangan. 

 

                                                             
22

Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata, (Jakarta: Intermasa, 2003) h. 221 
23

Zainal Asikin, Hukum Dagang, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,2013) h. 154 
24

Abdul Rachmad Budiono, Hukum Perburuhan, (Jakarta: PT Indeks, 2009) h. 20 
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1. Pihak Pihak yang Terkait dalam Pengangkutan 

a. Pengangkut (Carrier)  

Pengangkutan barang, pihak pengangkut yakni pihak yang 

berkewajiban memberikan pelayanan jasa Dalam perjanjian angkutan, 

barang dan berhak atas penerimaan pembayaran tarif angkutan sesuai 

yang telah diperjanjikan. 

b. Pengirim ( Consigner, Shipper) 

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Indonesia tidak 

mengatur definisi pengirim secara umum. Akan tetapi, dilihat dari 

pihak dalam perjanjian pengangkutan, pengirim adalah pihak yang 

mengikatkan diri untuk membayar pengangkutan barang dan atas dasar 

itu dia berhak memperoleh pelayanan pengangkutan barang dari 

pengangkut. 

c. Penumpang (Passanger)  

Penumpang adalah pihak yang berhak mendapatkan pelayanan 

jasa angkutan penumpang dan berkewajiban untuk membayar tarif 

(ongkos) angkutan sesuai yang ditetapkan. 

d. Penerima (Consignee)  

Pihak penerima barang yakni sama dengan pihak pengirim 

dalam hal pihak pengirim dan penerima adalah merupakan subjek yang 

berbeda. Namun adakalanya pihak pengirim barang juga adalah 

sebagai pihak yang menerima barang yang diangkut di tempat tujuan. 

  



 

 

29 

2. Perjanjian Pengangkutan 

Pengertian Perjanjian Pengangkutan adalah suatu perjanjian 

dimana satu pihak menyanggupi untuk dengan aman membawa orang atau 

barang dari satu tempat ke tempat lain, sedangkan pihak yang lain 

menyanggupi akan membayar ongkosnya. Perjanjian pengangkutan 

mempunyai tujuan untuk melindungi hak dari penumpang yang kurang 

terpenuhi oleh ulah para pelaku usaha angkutan umum karena dengan 

adanya perjanjian pengangkutan maka memberikan jaminan kepastian 

hukum bagi pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata pasal 1338 ayat (3) telah memberikan suatu asas 

keadilan, yaitu asas pelaksanaan perjanjian secara itikad baik jaminan 

keadilan itu juga dipedomani pada pasal 1337 Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata yang menyatakan bahwa : “Suatu Perjanjian akan dapat 

dibatalkan jika bertentangan dengan Undang-Undang Kesusilaan yang 

baik dan/atau ketertiban umum” 

3. Azas Hukum Pengangkutan 

Masuk dalam 2 (dua) Sifat : 1. Azas Hukum yang bersifat publik, 

karena memiliki unsur-unsur : Manfaat, Usaha Bersama, Adil & Merata, 

Keseimbangan, Kepentingan Umum, Keterpaduan, Kesadaran Hukum, 

Percaya Diri dan Keselamatan Penumpang; 2. Azas Hukum yang bersifat 

PERDATA, karena memiliki unsur-unsur : Konsensus, Koordinatif, 

Campuran, Dibuktikan Dengan Dokumen dan Non Retensi;  
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4. Teori Hukum  Pengankutan 

Digambarkan secara jelas tentang Rekonstruksi ketentuan Per-UU-

an dan Perjanjian, tentang bagaimana para pihak itu seharusnya berbut, 

sehingga tujuan pengangkutan dapat tercapai. Sedangkan dalam Praktek 

Hukum, menyatakan bahwa peristiwa dan perbuatan para pihak dalam 

Pengangkutan tersebut tujuan pengangkutan tidaklah selalu tercapai. Tidak 

tercapainya tujuan pengangkutan, dikarenakan 2 (dua) hal, yaitu :  

a. Salah satu pihak melakukan “Wan Prestasi” 

b. Disebabkan sebuah keadaan memaksa (Force Majeur); tujuan 

pengangkutan : Mengangkut sesuatu (orang/barang) dari tempat asal 

ketempat tujuan dengan selamat dan meningkatkan nilai guna, baik 

bagi Penumpang (orang) maupun Barang yang diangkutnya. 

5. Obyek Pengangkutan  

Obyek Pengangkutan adalah segala Sarana & Prasarana yang 

digunakan untuk mencapai sebuah tujuan dalam proses pengangkutan. Jadi 

Obyek Hukum Pengangkutan, adalah Barang Muatan, Alat Pengangkutan 

dan Biaya Pengangkutan, yang digunakan untuk mencapai tujuan hukum 

pengangkutan, agar terpenuhinya kewajiban dan hak para pihak secara 

benar, adil dan bermanfaat.  

6. Hukum pengangkutan 

 Merupakan bagian dari hukum dagang yang termasuk dalam 

bidang hukum perdata. Dilihat dari segi susunan hukum normatif, hukum 

perdata merupakan sub sistem tata hukum nasional. Jadi hukum dagang 
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atau perusahaan termasuk dalam subsistem tata hukum nasional. Dengan 

demikian, hukum pengangkutan adalah bagian dari subsistem hukum 

nasional. 

7. Fungsi pengangkutan 

Pada dasarnya adalah untuk memindahkan barang atau orang dari 

suatu tempat ke tempat lain dengan maksud untuk meningkatkan daya 

guna dan nilai. Dalam hal ini pihak pengangkut berkewajiban mengangkut 

penumpang dengan selamat. Dalam Pasal 523 KUHD menyatakan bahwa: 

“Sipengangkut harus menanggung segala perbuatan dari mereka yang 

dipekerjakannya dan terhadap segala benda yang dipakainya dalam 

menyelenggarakan pengangkutan tersebut”.
25

 

Di  sini  jelas, meningkatkan  daya  guna  dan  nilai  merupakan  

tujuan  dari pengangkutan, yang berarti bila daya guna dan nilai di tempat 

baru  itu  tidak  naik,  maka  pengangkutan  tidak  perlu  diadakan, sebab  

merupakan  suatu  perbuatan  yang  merugikan  bagi  si pedagang. Fungsi 

pengangkutan yang demikian itu tidak hanya berlaku  di  dunia  

perdagangan  saja,  tetapi  juga  berlaku  di bidang  pemerintahan,  politik,  

sosial,  pendidikan,  pertahanan dan keamanan, dan lain-lain.
26

 

8. Klasifikasi Pengangkutan 

Di  dalam  pengangkutan  ada  beberapa  ruang  lingkup  atau 

klasifikasi  dalam  berjalannya  suatu  pengangkutan  yang  memang juga  
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R. Subekti, R. Tijtosubidio, Kitab Undang-undang Hukum Dagang, (Jakarta: Pradya 

Paramita, 1997) h. 5 
26

 H.M.N Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, (Jakarta: 

Djambatan, 2003) hlm. 2 
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menentukan  aspek  pendukung  juga  peraturan  perundang undangan  

yang  dapat  di  jalankan  dalam  pengangkutan  tersebut klasifikasinya 

sebagai berikut: 

a. Pengangkutan Darat 

Menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu 

Lintas dan Angkutan Jalan Angkutan darat adalah pemindahan orang 

dan/atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan 

kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan.
27

 

b. Pengangkutan Udara 

Menurut  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2009  tentang 

Penerbangan,  angkutan  udara  adalah  setiap  kegiatan  dengan 

menggunakan  pesawat  udara  untuk  mengangkut  penumpang, kargo,  

dan pos   untuk  satu  perjalanan  atau  lebih  dari  satu Bandar  udara  

ke  bandar  udara  yang  lain  atau  beberapa  bandar udara.
28

  

Sementara  itu  perusahaan  angkutan  udara  atau  biasa disebut  

dengan  maskapai  penerbangan  dapat  didefinisikan  yaitu sebuah  

organisasi  yang  menyediakan  jasa  penerbangan  bagi penumpang 

atau barang. Mereka menyewa atau memiliki pesawat terbang  untuk  

menyediakan  jasa  tersebut  dan  dapat  membentuk kerja sama atau 

aliansi dengan maskapai lainnya untuk keuntungan bersama.
29

 

Berdasarkan  uraian  di  atas  pengangkutan  udara  adalah 

orang  atau  badan  hukum  yang  mengadakan  perjanjian  angkutan 

                                                             
27

 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 
28

Zainal Asikin, op.cit., h.155 
29

 Kamaluddin, Ekonomi Transportasi, (Jakarta: Ghalia, 1987), h.23. 
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untuk  mengangkut  penumpang  dengan  pesawat  terbang  dan dengan  

menerima  suatu  imbalan.  Pengangkutan  udara  diatur dengan  

Undang-undang  Nomor  1  Tahun  2009  tentang Penerbangan.  

Angkutan udara  diadakan  dengan  perjanjian  antara pihak  pihak.  

Tiket  penumpang  atau  tiket  bagasi  merupakan  tanda bukti telah 

terjadi perjanjian pengangkutan dan pembayaran biaya angkutan.  yang  

dimaksud  dengan  perjanjian  pengangkutan  yaitu suatu  perjanjian  

dimana  satu  pihak  menyanggupi  untuk  dengan aman  membawa  

orang/barang  dari  satu  tempat  ke  tempat  lain, sedangkan pihak lain 

menyanggupi akan membayar ongkosnya.
30

 

c. Pengangkutan Laut 

Berdasarkan  Pasal  6  Undang-undang  Nomor  17  tahun  

2008  tentang Pelayaran,  angkutan  di  perairan  terdiri  atas:  

Angkutan  Laut, Angkutan Sungai dan Danau, dan Angkutan 

Penyeberangan.
31

 

a. Angkutan Laut 

Angkutan  laut  adalah  kegiatan  angkutan  yang menurut 

kegiatannya melayani kegiatan angkutan laut. 

b. Angkutan Sungai dan Danau 

Angkutan  sungai,  danau  dan  penyeberangan merupakan  

istilah  yang  terdiri  dari  dua  aspek  yaitu Angkutan Sungai Dan 

Danau (ASD). Istilah ASD ini merujuk pada sebuah jenis moda 
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  MN. Nasution, Manajemen Transpotasi, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), h. 34 
31

Ibid, h. 199 
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atau jenis angkutan dimana suatu sistem  transportasi  terdiri  dari  

5  macam  yaitu  moda angkutan  darat  (jalan  raya),  moda  

angkutan  udara,  moda angkutan  kereta  api,  moda  angkutan  

pipa  (yang  mungkin belum  dikenal  luas),  moda  angkutan  laut  

dan  moda  ASD dan Penyebrangan.
32

 

Angkutan  perairan  daratan  atau  angkutan  perairan 

pedalaman  merupakan  istilah  lain  dari  Angkutan  Sungai dan  

Danau  (ASD).  Jenis  angkutan  ini  telah  lama  dikenal oleh 

manusia bahkan terbilang tradisional. Sebelum  menggunakan  

angkutan  jalan  dengan mengendarai  hewan  seperti  kuda dan  

sapi, manusia  telah memanfaatkan  sungai  untuk  menempuh  

perjalanan  jarak jauh.  Demikian  juga  di  Indonesia,  sungai  

merupakan wilayah  favorit  sehingga  banyak  sekali  pusat  

pemukiman, ekonomi,  budaya  maupun  kota-kota  besar yang  

berada  di tepian sungai seperti Palembang.
33

 

Menurut  Peraturan Pemerintah  Nomor 20  Tahun  2010  

tentang  Angkutan  di  Perairan,  terutama pada Pasal 1, dijelaskan 

bahwa angkutan perairan daratan yang  juga  dikenal  sebagai  

angkutan  sungai  dan  danau (ASD)  adalah  meliputi  angkutan  di  

waduk,  rawa,  banjir, kanal,  dan  terusan.  Di  Indonesia,  

angkutan  perairan daratan  merupakan  bagian  dari  sub  sistem  

perhubungan darat dalam sistem transportasi nasional.
34
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  Morlok E.K, Pengantar Teknik dan Perencanaan Transpotasi, (Jakarta: Erlangga, 

2008), h. 66  
33

Ibid 
34

 Khisty C Jotin, Dasar-Dasar Rekayasa Transportasi, (Jakarta: Erlangga, 2005), h. 40 
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c. Angkutan Penyeberangan 

Angkutan  penyeberangan  adalah  angkutan  yang 

berfungsi  sebagai  jembatan  bergerak  yang menghubungkan 

jaringan jalan dan/atau jaringan kereta api yang  terputus  karena  

adanya  perairan.  Dalam  bahasa Inggris,  moda  ini  dikenal  

dengan  istilah  ferry  transport.
35

 Selain yang telah disebutkan di 

atas, masih ada jenis jenis angkutan laut berdasarkan Pasal 7 UU 

No. 17 tahun 2008  tentang  Pelayaran,  Angkutan  Laut  Dalam  

Negeri, Angkutan  Laut  Luar  Negeri,  Angkutan  Laut  Khusus,  

dan Angkutan Laut Pelayaran Rakyat. 

Bagi usaha pengangkutan diwajibkan memiliki izin usaha 

dengan syarat-syarat sebagai berikut: 

1) Memiliki NPWP 

2) Memiliki akta pendirian perusahaan/akta pendirian koperasi 

3) Memiliki keterangan domisili perusahaan 

4) Memiliki surat izin tempat usaha 

5) Memiliki pernyataan kesanggupan menyelenggarakan 

usahanya secara berkala baik itu dalam hal penyediaan maupun 

perawatan dari alat angkut tersebut, serta kesanggupan 

menyediakan fasilitas penyimpanan kendaraan. Pernyataan 

kesanggupan untuk memiliki alat angkut tersebut.
36
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Adapun pihak-pihak yang terkait dalam pengangkutan yang 

dimaksud dengan pihak-pihak dalam pengangkutan adalah para subjek 

hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam hubungan hukum 

pengangkutan. Subjek hukum pengangkutan dapat berstatus badan hukum, 

persekutuan bukan badan bukum dan perseorangan. Antara lain: 

a. Pengangkut  

Dalam perjanjian pengangkutan barang, pihak pengangkut 

yakni pihak yang berkewajiban memberikan pelayanan jasa angkutan, 

barang dan berhak atas penerimaan pembayaran tarif angkutan sesuai 

yang telah diperjanjikan. Dalam perjanjian pengangkutan penumpang, 

pihak pengangkut yakni pihak yang berkewajiban memberikan 

pelayanan jasa angkutan penumpang dan berhak atas penerimaan 

pembayaran tarif angkutan sesuai yang telah ditetapkan.
37

 

b. Pengirim 

Kitab Undang-undang Hukum Dagang Indonesia tidak 

mengatur definisi pengirim secara umum. Akan tetapi, dilihat dari 

pihak dalam perjanjian pengangkutan, pengirim adalah pihak yang 

mengikatkan diri untuk membayar pengangkutan barang dan atas dasar 

itu dia berhak memperoleh pelayanan pengangkutan barang dari 

pengangkut. 
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 Tamin Ofyarz, Perencanaan dan Permodalan Transportasi, (Bandung: ITB, 2000), 
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c. Penumpang  

Penumpang adalah pihak yang berhak mendapatkan pelayanan 

jasa angkutan penumpang dan berkewajiban untuk membayar tarif 

angkutan sesuai yang ditetapkan.
38

 Menurut perjanjian pengangkutan, 

penumpang mempunyai dua status, yaitu sebagai subjek karena dia 

adalah pihak dalam perjanjian dan sebagai objek karena dia adalah 

muatan yang diangkut. 

d. Penerima  

Pihak penerima barang yakni sama dengan pihak pengirim 

dalam hal pihak pengirim dan penerima adalah merupakan subjek yang 

berbeda. Namun adakalanya pihak pengirim barang juga adalah 

sebagai pihak yang menerima barang yang diangkut di tempat tujuan. 

Dalam perjanjian pengangkutan, penerima mungkin pengirim sendiri, 

mungkin juga pihak ketiga yang berkepentingan. Dalam hal penerima 

adalah pengirim, maka penerima adalah pihak dalam perjanjian 

pengangkutan. Dalam hal penerima adalah pihak ketiga yang 

berkepentingan, penerima bukan pihak dalam perjanjian pengangkutan 

melainkan sebagai pihak ketiga yang berkepentingan atas barang 

kiriman, tetapi tergolong juga sebagai subjek hukum dalam 

pengangkutan. Adapun kriteria penerima menurut perjanjian yaitu:
39

 

1) Perusahaan atau perorangan yang memperoleh hak dari pengirim 

barang 
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2) Dibuktikan dengan penguasaan dokumen pengangkutan 

3) Membayar atau tanpa membayar biaya pengangkutan. 

e. Ekspeditur  

Ekspeditur berfungsi sebagai perantara dalam perjanjian 

pengangkutan yang bertindak atas nama pengirim. Kriteria ekspeditur 

menurut undang-undang yaitu: 

1) Perusahaan perantara pencari pengangkut barang 

2) Bertindak atas nama pengirim 

3) Menerima provisi dari pengirim. 

f. Agen perjalanan 

Agen perjalanan adalah perusahaan yang kegiatan usahanya 

mencarikan penumpang bagi perusahaan pengangkutan kereta api, 

kendaraan umum, kapal, atau pesawat udara. Kriteria agen perjalanan 

menurut undang-undang yaitu: 

1) Pihak dalam perjanjian keagenan perjalanan 

2) Bertindak untuk dan atas nama pengangkut 

3) Menerima provisi dari pengangkut 

4) Menjamin penumpang tiba di tempat tujuan dengan selamat. 

g. Pengusaha bongkar muat 

Perusahaan bongkar muat adalah perusahaan yang menjalankan 

bisnis bidang jasa pemuatan barang ke kapal dan pembongkaran 

barang dari kapal. 
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h. Perusahaan pergudangan 

Perusahaan pergudangan adalah perusahaan yang bergerak di 

bidang jenis jasa penyimpanan barang di dalam gudang pelabuhan 

selama barang yang bersangkutan menunggu pemuatan ke dalam kapal 

atau penunggu muatan ke dalam kapal atau menunggu penggeluaran-

pengeluarannya dari gudang pelabuhan yang berada di bawah 

pengawasan Bea dan Cukai.
40

 

Dalam transportasi masalah risiko (risk) sering terjadi baik 

yang menyangkut jiwa manusia maupun barang-barang muatan serta 

alat angkutnya. Risiko adalah ketidaktentuan yang bisa menyebabkan 

kerugian. Menurut CST Kansil risiko merupakan suatu ketidaktentuan 

yang berarti kemungkinan terjadinya suatu kerugian di masa yang akan 

datang, sehingga asuransi menjadikan suatu ketidakpastian menjadi 

suatu kepastian yang akan mendapatkan ganti rugi.
41

 Setiap manusia 

yang menghadapi kemungkinan akan kehilangan miliknya karena 

berbagai sebab, ia disebut menghadapi suatu risiko.
42

 

Unsur ketidaktentuan dapat dibagi atas: 

a. Ketidaktentuan ekonomi, yaitu kejadian yang timbul sebagai akibat 

dari perubahan sikap konsumen, umpama perubahan selera konsumen 

terhadap permintaan jasa angkutan dikarenakan perubahan teknologi. 

b. Ketidaktentuan yang disebabkan ole alam, misal gempa bumi, badai 

dan topan. 
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Dalam angkutan laut kapal bisa tenggelam dikarenakan badai dan 

topan. 

c. Ketidaktentuan yang disebabkan oleh perilaku manusia.
43

 

Selain daripada itu dikenal pula: 

1) Speculative risks  yaitu risiko bersifat spekulatif yang bisa 

mendatangkan rugi dan untung, misal seorang pengusaha angkutan 

bisa untung atau rugi dalam mengelola perusahaannya. 

2) Purs risks, yaitu risiko murni yang selalu menyebabkan kerugian 

umpama pesawat udara menabrak gunung hingga hancur 

seluruhnya. Kerugian yang diderita ialah pesawat terbang dan jiwa 

manusia yang meninggal.
44

 

3) Pengaturan Tanggung Jawab Kapal 

Dalam hal pengangkutan laut yang berkedudukan sebagai 

pengangkut adalah pemilik kapal, sedangkan nahkoda dan anak buah kapal 

berkedudukan sebagai buruh (pekerja) atau orang yang dipekerjakan oleh 

pemilik kapal, sesuai dengan ketentuan Pasal 321 KUHD, nahkoda dan 

anak buah kapal ini hanya bertanggung jawab kepada pemilik kapal selaku 

majikannya.
45

 Pasal 321 KUHD ini berbunyi sebagai berikut: 

a. Pengusaha kapal terikat oleh perbuatan-perbuatan hukum yang 

dilakukan oleh mereka yang dalam dinas tetap atau sementara dari 

kapal itu di dalam perjalanannya dalam lingkungan kewenangannya.
46
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b. Bertanggung jawab terhadap kerugian yang ditimpakan pada pihak 

ketiga karena perbuatan melawan hukum dari mereka yang dalam 

dinas tetap atau sementara pada kapal karena jabatannya atau karena 

melaksanakan kegiatannya ada di kapal melakukan pekerjaan untuk 

kapal atau muatan.
47

 

Tanggung jawab bersangkutan dengan asuransi, yang di maksud 

dengan asuransi adalah pertanggungan atau perjanjian antara dua pihak, di 

mana pihak satu berkewajiban membayar iuran, kontribusi, premi. Pihak 

lainnya memiliki kewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada 

pembayar iuran atau kontibusi,apabila terjadi sesuatu yang menimpa pihak 

pertama atau barang miliknya sesuai dengan perjanjian yang sudah di 

buat.
48

 

Kalau ketentuan Pasal 321 KUHD di atas ditelaah lebih lanjut, 

maka tanggung jawab dari pengusaha kapal (pengangkut) adalah sebagai 

berikut: 

a. Pengusaha kapal (pengangkut) bertanggung jawab atas perbuatan-

perbuatan hukum yang oleh mereka dilakukan dalam lingkungan 

pekerjaan masing-masing. 

b. Pengusaha kapal/pengangkut bertanggung jawab atas kerugian yang 

disebabkan oleh perbuatan-perbuatan melawan hukum orang-orang 

yang bekerja di atas kapal untuk keperluan kapal atau muatannya 

                                                             
47
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dengan syarat-syarat perbuatan melawan hukum itu dilakukan dalam 

lingkungan pekerjaan masing-masing.
49

 

9. Prinsip-prinsip Tanggung Jawab Pengangkut dalam Hukum 

Pengangkutan 

Dalam hukum pengangkutan terdapat tiga prinsip atau ajaran 

dalam menentukan tanggung jawab pengangkut
50

, yaitu sebagai berikut: 

a. Prinsip tanggung jawab atas dasar kesalahan (the based on fault atau 

liability based on fault principle). 

Dalam ajaran ini bahwa dalam menentukan tanggung jawab 

pengangkutan didasarkan pada pandangan bahwa yang membuktikan 

kesalahan pengangkut adalah pihak yang dirugikan atau penggugat. 

Dalam hukum positif Indonesia, prinsip ini dapat menggunakan Pasal 

1365 BW, yang sangat terkenal dengan pasal perbuatan melawan 

hukum. Menurut konsepsi pasal ini mengharuskan pemenuhan unsur-

unsur untuk menjadikan suatu perbuatan melawan hukum dapat 

dituntut ganti rugi, yaitu antara lain: 

1) Adanya perbuatan melawan hukum dari tergugat; 

2) Perbuatan tersebut dapat dipersalahkan kepadanya; 

3) Adanya kerugian yang diderita akibat kesalahan tersebut. 
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b. Prinsip tanggung jawab atas dasar praduga (rebuttable presumption of 

liability principle) 

Menurut prinsip ini tergugat dianggap selalu bersalah kecuali 

tergugat dapat membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah atau dapat 

mengemukakan hal-hal yang dapat membebaskan dari kesalahan. Jadi 

dalam prinsip ini hampir sama dengan prinsip yang pertama, hanya 

saja beban pembuktian menjadi terbalik yaitu pada tergugat untuk 

membuktikan bahwa tergugat tidak bersalah. 

c. Prinsip tanggung jawab mutlak (no fault, strict liability, absolute 

liability principle) 

Menurut prinsip ini, bahwa pihak yang menimbulkan kerugian 

dalam hal ini tergugat selalu bertanggung jawab tanpa melihat ada atau 

tidaknya kesalahan atau tidak melihat siapa yang bersalah atau suatu 

prinsip pertanggungjawaban yang memandang kesalahan sebagai suatu 

yang tidak relevan untuk dipermasalahkan apakah pada kenyataannya 

ada atau tidak ada. Pengangkut tidak mungkin bebas dari tanggung 

jawab dengan alasan apapun yang menimbulkan kerugian bagi 

penumpang atau pengirim barang.
51

 

Prinsip ini dirumuskan dalam kalimat pengangkut bertanggung 

jawab atas setiap kerugian yang timbul karena peristiwa apapun dalam 

penyelenggaraan pengangkutan.Dalam perundang-undangan mengenai 

prinsip ini tidak diatur. Hal ini tidak mungkin diatur karena alasan 
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bahwa pengangkut yang berusaha di bidang jasa angkutan tidak perlu 

dibebani dengan resiko yang terlalu berat. Namun tidak berarti para 

pihak tidak boleh menggunakan prinsip ini dalam perjanjian 

pengangkutan, hal tersebut berdasarkan asas perjanjian yang bersifat 

kebebasan berkontrak.
52
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BAB V 

PEN UTUP 

 

A. Kesimpulan  

Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat penulis simpulkan yaitu 

sebagai berikut: 

1. Tanggung Jawab Pengangkut Terhadap Pengguna Jasa Angkutan Kapal 

Kompang menurut peraturan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 

Tentang pelayaran,dijelaskan pada Pasal 41 ayat (1), Kematian dan lukaya 

penumpang yang diangkut, Musnah, hilang, atau rusaknya barang yang 

diangkut, Keterlambatan angkutan penumpang dan/atau barang yang 

diangkut, dan Kerugian pihak ketiga. Disimpulkan dari pengoperasian jasa 

angkutan kapal kompang pribadi di Desa Padang Kunyit belum terlaksana 

sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. 

2.  Faktor Penghambat Jasa Angkutan Kapal Kompang di Desa Padang 

Kunyit disebabkan beberapa faktor : Kurangnya pengetahuan masyarakat 

Desa Padang Kunyit tentang peraturan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 

2008 Tentang pelayaran, Kelebihan Muatan Jasa Angkutan Kapal 

Kompang, Minimnya perlengkapan keselamatan Jasa Angkutan Kapal 

Kompang, Minimnya keuntungan dari Usaha Jasa Angkutan Kapal 

Kompang, Pemilik Jasa Kapal Kompang Milik Pribadi. 
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B. Saran 

1. Bagi pemilik jasa angkutan kapal kompang agar bisa meningkatkan 

pelayanan serta sarana prasarana yang mendukung demi kelancaran 

penyeberangan jasa angkutan kapal kompang. 

2. Sebaiknya peraturan desa untuk jasa angkutan kapal kompang di buat 

secara tertulis supaya masyarakat dan pemilik kompang lebih berhati-hati 

dan demi kenyamanan bersama‟ 
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